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KREDIT DAN JAMINAN: TINJAUAN YURIDIS PENDAFTARAN DAN 
SERTIPIKAT HAK TANGGUNGAN SECARA ELEKTRONIK 
 
 Abstrak 
Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, 
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan 
pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah 
jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Masyarakat yang melakukan 
pinjaman kepada bank selanjutnya disebut Debitur dan bank yang membiayai 
pinjaman tersebut kemudian disebut Kreditur. Antara debitur dan kreditur terlebih 
dahulu melakukan perjanjian kredit untuk mendapatkan dana yang diminta. 
Perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok, dimana terjadi pemufakatan antara 
debitur dan kreditur berupa hubungan hukum. Pemberian Hak Tanggungan 
didahului dengan janji untuk memberikan Hak Tanggungan sebagai jaminan 
pelunasan utang tertentu, yang dituangkan di dalam dan merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari perjanjian utang piutang yang bersangkutan atau perjanjian 
lainnya yang menimbulkan utang tersebut. Pendaftaran Hak Tanggungan diatur di 
dalam Undang-Undang no 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang 
dilaksanakan secara manual dan konvensional. Namun, seiring perkembangan 
teknologi yang semakin berkembang dan maju pendaftaran hak tanggungan pun 
berubah dimana pendaftaran tersebut dilakukan melalui elektronik. Tujuan 
diubahnya sistem pelayanan pendaftaran hak tanggungan yang dilakukan secara 
elektronik ini adalah untuk menerapkan pelayanan hak tanggungan terintegrasi 
secara elektronik guna meningkatkan pelayanan hak tanggungan yang memenuhi 
asas keterbukaan, ketepatan waktu, kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan 
untuk pelayanan publik Hak Tanggungan Elektronik atau HT-el yang untuk 
pertama kali diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala 
Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pelayanan Hak 
Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik dan mulai berlaku sejak tanggal 
diundangkan yaitu tanggal 21 Juni 2019. Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi 
Secara Elektronik yang selanjutnya disebut Sistem HT-el adalah serangkaian 
proses pelayanan hak tanggungan dalam rangka pemeliharaan data pendaftaran 
tanah yang diselenggarakan melalui sistem elektronik yang terintegrasi. 
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Abstract 
Credit is the provision of money or equivalent claims, based on an agreement or 
loan agreement between a bank and another party that requires the borrower to 
repay the debt after a certain period of time with interest. People who make loans 
to banks are hereinafter referred to as debtors and the banks that finance these 
loans are then called creditors. Between the debtor and the creditor first enter into 
a credit agreement to obtain the requested funds. Credit agreement as the main 
agreement, where there is an agreement between the debtor and creditor in the 
form of a legal relationship. The granting of Mortgage is preceded by a promise to 
provide Mortgage as a guarantee for the settlement of certain debts, which are set 
forth in and are an inseparable part of the relevant debt agreement or other 
agreements that give rise to the debt. Registration of Mortgage is regulated in Law 




conventionally. However, along with the development of technology that is 
growing and advancing, the registration of mortgage rights has changed where the 
registration is carried out electronically. The purpose of changing the mortgage 
registration service system which is carried out electronically is to implement an 
electronically integrated mortgage service in order to improve mortgage services 
that meet the principles of openness, timeliness, speed, convenience and 
affordability for public services of Electronic Mortgage Rights or HT-el that for 
the first time regulated in the Regulation of the Minister of Agrarian and Spatial 
Planning/Head of the National Land Agency Number 9 of 2019 concerning 
Electronically Integrated Mortgage Services and comes into force from the date of 
promulgation, which is 21 June 2019. Electronically Integrated Mortgage 
Services, hereinafter referred to as the HT System -el is a series of mortgage 
service processes in the context of maintaining land registration data which is 
carried out through an integrated electronic system. 
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1. PENDAHULUAN 
Seiring perkembangan ekonomi dan industri dalam masyarakat tentu 
menyebabkan naiknya kebutuhan bagi masyarakat yang akan menjadi 
meningkat pesat sehingga masyarakat membutuhkan dana berupa uang. 
Masyarakat tidak seluruhnya memiliki dana berlebih, karena pada dasarnya 
terdapat beberapa kelompok masyarakat yang belum memiliki ekonomi yang 
baik (Wiguna, 2020). Terhambatnya pemenuhan kebutuhan masyarakat salah 
satunya karena apa yang mereka keluarkan terlalu berlebih dan melebihi 
pendapatan yang mereka dapatkan. Sehingga kebutuhan yang seharusnya 
mereka penuhi menjadi terhalang oleh dana. Atas dasar kebutuhan yang tinggi 
dan ekonomi yang belum bisa memenuhi kebutuhan tersebutlah maka 
masyarakat banyak melakukan peminjaman atas uang kepada pihak bank 
(Wiguna, 2020). 
Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan 
dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam 
antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk 
melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. 
Masyarakat yang melakukan pinjaman kepada bank selanjutnya 
disebut Debitur dan bank yang membiayai pinjaman tersebut kemudian 
disebut Kreditur. Antara debitur dan kreditur terlebih dahulu melakukan 




sebagai perjanjian pokok, dimana terjadi pemufakatan antara debitur dan 
kreditur berupa hubungan hukum (Wiguna, 2020). 
Perjanjian kredit ini memiliki jangka waktu tertentu, dalam batas 
waktu terakhir tentu saja debitur selaku peminjam uang harus mengembalikan 
pinjaman uang tersebut kepada kreditur berikut dengan bunganya. Debitur 
harus mengembalikan pinjaman uang tersebut tepat waktu sesuai dengan yang 
telah disepakati dalam perjanjian kredit. Namun, disepanjang perjalanan 
proses pengembalian dana dari debitur, tidak sedikit muncul rasa khawatir dari 
kreditur akan terjadinya wanprestasi dari debitur yang tidak mampu 
mengembalikan uang pinjaman kredit tersebut. Maka sebelum memberikan 
pinjaman kredit kepada debitur ada baiknya kreditur menerapkan The Five C’s 
of Credit Analysis. Salah satu dari Prinsip 5C tersebut adalah 
Collateral/Agunan/Jaminan. Jaminan ini sendiri berfungsi agar kreditur dapat 
segera mendapatkan pelunasan utangnya apabila debitur wanprestasi dengan 
melalui pelelangan atas jaminan tersebut (Jaya dan Westra 2015).  
Perjanjian jaminan ini membuat perjanjian sendiri yang terpisah dari 
perjanjian pokok yaitu perjanjian kredit. Pemberian jaminan dilakukan dalam 
bentuk hak tanggungan.  
Selain The Five C’s of Credit Analysis tersebut pemberian kredit oleh 
bank juga harus memperhatikan beberapa prinsip lain salah satunya Prinsip 
Kepercayaan (trust) dan Prinsip Kehati-hatian (prudential). Prinsip 
Kepercayaan jika diterapkan dalam kegiatan perbankan terutama kredit akan 
dapat membantu bank untuk terhindar dari kemungkinan timbulnya risiko 
kehilangan kepercayaan dan loyalitas dari nasabah. Kepercayaan merupakan 
sebuah keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang akan diterima kembali 
sesuai jangka waktu yang diperjanjikan (Wijaya dan Sukranatha, 2018). Dilihat 
dari definisi kredit itu sendiri juga mengatakan bahwa hubungan antara bank 
dengan debitur bukan sekedar hubungan kontraktual melainkan adalah terjalin 
hubungan kepercayaan pada kedua belah pihak (Gozali dan Usman, 2012). 
Sedangkan Prinsip Kehati-hatian tersebut mengharuskan pihak bank untuk 
selalu waspada dan hati-hati dalam menjalankan usahanya. Prinsip kehati-
hatian ini wajib diterapkan oleh bank sebelum permohonan kredit dikabulkan. 




negatif apabila sampai muncul kredit bermasalah atau kredit macet terkait 
dengan pemberian kredit tersebut.  
Pelaksanaan eksekusi yang mudah dan pasti (Pasal 26 UUHT). 
Keempat ciri utama hak tanggungan tersebut baru berlaku dan mengikat 
seluruh pihak yang berkepentingan apabila hak tanggungan telah lahir dengan 
sempurna yang dibuktikan dengan terbitnya sertipikat hak tanggungan.
  
Pemberian Hak Tanggungan didahului dengan janji untuk 
memberikan Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, yang 
dituangkan di dalam dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian 
utang piutang yang bersangkutan atau perjanjian lainnya yang menimbulkan 
utang tersebut.   
Pendaftaran Hak Tanggungan diatur di dalam Pasal 13 dan Pasal 14 
Undang-Undang no 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang dilaksanakan 
secara manual dan konvensional. Namun, seiring perkembangan teknologi 
yang semakin berkembang dan maju pendaftaran hak tanggungan pun berubah 
dimana pendaftaran tersebut dilakukan melalui elektronik. Tujuan diubahnya 
sistem pelayanan pendaftaran hak tanggungan yang dilakukan secara 
elektronik ini adalah untuk menerapkan pelayanan hak tanggungan terintegrasi 
secara elektronik guna meningkatkan pelayanan hak tanggungan yang 
memenuhi asas keterbukaan, ketepatan waktu, kecepatan, kemudahan dan 
keterjangkauan untuk pelayanan publik.  
Di era digital yang semakin maju ini, dengan teknologi yang semakin 
berkembang sehingga banyak hal-hal baru yang dapat dihasilkan seiring 
berkembangnya teknologi. Segala kemudahan dapat tercipta dalam era digital 
ini, salah satunya adanya Hak Tanggungan Terintegrasi secara Elektronik 
yang di luncurkan oleh Kementerian ATR/BPN. Upaya Kementerian 
ATR/BPN dalam menawarkan kemudahan layanan pertanahan berbasis sistem 
elektronik adalah guna untuk tetap dapat bersaing di era digital dan 
mempermudah pelayanan kepada masyarakat.  
Hak Tanggungan Elektronik atau HT-el yang untuk pertama kali 
diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 
Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pelayanan Hak 




diundangkan yaitu tanggal 21 Juni 2019. Pelayanan Hak Tanggungan 
Terintegrasi Secara Elektronik yang selanjutnya disebut Sistem HT-el adalah 
serangkaian proses pelayanan hak tanggungan dalam rangka pemeliharaan 
data pendaftaran tanah yang diselenggarakan melalui sistem elektronik yang 
terintegrasi. Kemudian, pada tanggal 8 April 2020 dikeluarkan peraturan baru 
yang mengatur tentang HT-el untuk melengkapi dan menggantikan ketentuan 
peraturan yang sebelumnya yaitu Permen ATR/BPN Nomor 5 Tahun 2020 
tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik.  
Adanya pelayanan HT-el ini juga berpengaruh terhadap berubahnya 
tanda bukti hak tanggungan yang menjadi Sertipikat Hak Tanggungan 
Elektronik. Sertipikat hak tanggungan yang dulunya dicetak dalam bentuk 
blanko, sekarang hanya menjadi satu lembar saja dengan teraan tanda tangan 
elektronik sebagai bukti sahnya Hak Tanggungan tersebut. Didalam pasal 1 
angka 16 Peraturan Menteri Hak Tanggungan Elektronik menyebutkan bahwa 
Sertipikat Hak Tanggungan Elektronik yang selanjutnya disebut Sertipikat 
HT-el adalah tanda bukti hak tanggungan berbentuk Dokumen Elektronik 
yang berisi informasi hak tanggungan.  
Berdasarkan Pasal 5 ayat 1 Peraturan Menteri Hak Tanggungan 
Elektronik menyebutkan bahwa Pelayanan HT-el diselenggarakan oleh 
Kementerian selaku penyelenggara, Kantor Pertanahan selaku pelaksana, dan 
Kreditor, PPAT atau pihak lain yang ditentukan oleh Kementerian selaku 
pengguna. Kemudian Pasal 6 ayat 1 menyebutkan jenis Pelayanan dalam 
Sistem HT-el yaitu meliputi pendaftaran Hak Tanggungan, peralihan Hak 
Tanggungan, perubahan nama Kreditor, penghapusan Hak Tanggungan, dan 
perbaikan data. 
Namun, ada sebagian masyarakat Indonesia yang belum mengetahui 
bagaimana alur atau proses pendaftaran Hak Tanggungan Elektronik atau HT-
el berdasarkan Permen No 5 tahun 2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan 
Terintegrasi Secara Elektronik. Serta akibat hukum dari adanya pendaftaran 
Hak Tanggungan secara Elektronik. Sehingga penulisan skripsi ini berjudul 
“Kredit dan Jaminan: Tinjauan Yuridis Pendaftaran dan Sertipikat Hak 






Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan 
doktrinal (Normatif), karena didalam penelitian ini pada hakikatnya mengkaji 
hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam 
masyarakat, dan menjadi acuan perilaku seitap orang (Ishaq, 2017). Metode 
pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-
normatif, karena dalam penelitian ini yang akan diteliti adalah kaidah-kaidah 
hukum, asas-asas hukum tentang penjelasan mengenai Hak Tanggungan 
secara Elektronik. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif yaitu 
untuk menggambarkan secara jelas mengenai penjelasan mengenai Hak 
Tanggungan secara Elektronik. 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Proses Pendaftaran Hak Tanggungan Secara Elektronik 
Berdasarkan hasil penelitian Hak Tanggungan merupakan lembaga hak jaminan 
atas tanah yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang 
Hak Tanggungan. Dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 
Peraturan Pokok-Pokok Agraria (yang selanjutnya disebut UUPA) ditentukan 
bahwa Hak Tanggungan dapat dibebankan kepada Hak Milik, Hak Guna Usaha 
dan Hak Guna Bangunan yang diatur dengan Undang-Undang.  
Hak Tanggungan ialah hak jaminan atas tanah untuk pelunasan utang 
tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditor tertentu 
terhadap kreditor lain, dengan objek jaminannya berupa hak-hak atas tanah yang 
diatur dalam UUPA (Suardi, 2005). Hak Tanggungan dengan perjanjian 
pembebanan jaminan yang muncul karena perjanjian kredit antara pihak debitur 
dengan kreditur baik dibuat dibawah tangan maupun dengan akta notaris. 
Hak Tanggungan ini bersifat Assesoir dimana hak tanggungan atas suatu 
objek jaminan tidak akan terjadi apabila tidak didahulukan dengan adanya 
perjanjian hutang piutang atau perjanjian pinjam-meminjam atau perjanjian kredit 
yang merupakan perjanjian pokok. Dengan demikian bahwa dalam proses 
pemberian kredit terdapat dua perjanjian yaitu perjanjian pokok dan perjanjian 




accessoirnya yaitu Perjanjian Pemberian Hak Tanggungan dalam bentuk Akta 
Pemberian Hak Tanggungan (APHT).  
Tidak semua hak atas tanah dapat dibebankan Hak Tanggungan, adapun 
beberapa hak atas tanah yang menjadi obyek Hak Tanggungan sebagaimana diatur 
didalam Undang-undang Hak Tanggungan pasal 4 yaitu: 1) Hak Milik; 2) Hak 
Guna Usaha; 3) Hak Guna Bangunan. 4) Hak pakai, baik hak pakai atas tanah 
Negara maupun hak pakai atas tanah hak milik; dan 5) Hak atas tanah berikut 
bangunan, tanaman dan hasil karya yang telah ada atau akanada yang merupakan 
satu kesatuan dengan tanah tersebut dan yang merupakkan milik pemegang hak 
atas tanah yang pembebanannya dengan tegas dinyatakan dalam akta pemberian 
Hak tanggungan yang bersangkutan. 
Pihak-pihak yang terkait dalam pembebanan Hak Tanggungan atas tanah 
terkait kredit sejumlah uang tertentu selain debitur dan/atau pemilik jaminan dan 
kreditur, adalah PPAT/Notaris dan Kantor Pertanahan karena hal ini menyangkut 
jumlah nominal dan jaminan yang cukup besar. Keterlibatan PPAT/Notaris dan 
Kantor Pertanahan dalam hal ini sangat diperlukan demi memberikan kepastian 
hukum dan perlindungan bagi pihak-pihak yang melakukan perjanjian kredit, 
yakni kreditur dan debitur dan/atau pemilik jaminan.  
Kantor Pertanahan sebagai pihak yang memiliki kewenangan dan kekuasaan 
di bidang pertanahan tentu sangat diperlukan berkaitan dengan kebenaran dan 
keabsahan data dan dokumen atas tanah yang digunakan sebagai obyek Hak 
Tanggungan tersebut. Proses Pembebanan Hak Tanggungan dilaksanakan melalui 
2 (dua) tahap kegiatan, yaitu: 1) Tahap Pemberian Hak Tanggungan dengan 
dibuatkannya Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) oleh Pejabat Pembuat 
Akta Tanah (PPAT); 2) Tahap pendaftaran Hak Tanggungan pada Kantor 
Pertanahan yang menandakan saat lahirnya Hak Tanggungan. Arti pentingnya 
pendaftaran Hak Tanggungan tampak sehubungan dengan mulainya kedudukan 
“preferen” bagi kreditur, penentuan peringkat Hak Tanggungan, dan berlakunya 
Hak Tanggungan terhadap pihak ketiga. 
Kemudian dijelaskan bagaimana tata cara pemberian Hak Tanggungan yang 
dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu: 1) Secara langsung dengan pembuatan 
APHT oleh Pemberi Hak Tanggungan sesuai ketentuan Pasal 10 UUHT. Pemberi 




dengan menandatangani langsung APHT; dan 2) Secara tidak langsung dengan 
pembuatan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) sesuai Pasal 
15 UUHT. Membebankan Hak Tanggungan dengan menggunakan SKMHT 
sebagai dasar bertindak dalam pemberian Hak Tanggungan. Cara ini digunakan 
apabila pemberi Hak tanggungan tidak dapat hadir langsung dihadapan PPAT.  
Bahwa pemberian Hak Tanggungan harus terlebih dahulu diperjanjikan dan 
janji tersebut menjadi syarat dan harus dituangkan di dalam APHT karena 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian utang piutang atau 
perjanjian pinjam meminjam yang bersangkutan. Ini berarti setiap janji untuk 
memberikan Hak Tanggungan terlebih dahulu dituangkan dalam perjanjian utang 
piutangnya. Hal ini berdasarkan ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) UUHT. 
Dengan kata lain sebelum Akta Pemberian Hak Tanggungan dibuat, dalam 
perjanjian utang piutang untuk dicantumkan “janji” pemberian Hak Tanggungan 
sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, berhubung sifat Hak Tanggungan 
sebagai perjanjian accessoir.  
Pembuatan APHT yang dilakukan oleh PPAT bukan menandakan lahirnya 
suatu hak tanggungan. Melainkan Hak Tanggungan tersebut baru lahir ketika 
dilakukan proses pendaftaran hak tanggungan di Kantor Pertanahan sebagai 
Lembaga yang berwenang atas pendaftaran tanah. 
Apabila SKMHT tidak memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan UUHT 
secara substansi, maka konsekuensi hukumnya adalah SKMHT tersebut batal 
demi hukum dan PPAT dilarang membuatkan APHT. Namun, apabila SKMHT 
yang dibuat oleh notaris tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-
Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), konsekuensi 
hukumnya adalah kekuatan pembuktiannya menjadi akta di bawah tangan yang 
semula berbentuk akta otentik.  
Perlu diketahui bahwa substansi dari SKMHT yaitu hanya memuat 
perbuatan hukum membebankan Hak Tanggungan, tidak memuat hak untuk 
menggantikan penerima kuasa melalui pengalihan, memuat nama dan identitas 
kreditur, debitur, jumlah uang, serta obyek Hak Tanggungan hal ini dikarenakan 
adanya pembatasan substansi oleh Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT). 




Mekanisme pendaftaran pada Hak Tanggungan Konvensional, Bank 
memberi kuasa kepada PPAT dan menitipkan pembayaran biaya pendaftaran Hak 
Tanggungan, PPAT membayarkan biaya pendaftarannya, mengambil Sertifikat 
dari Kantor Pertanahan, kemudian Bank menerima sertifikat yang sudah diberi 
catatan. Jadi dengan sistem konvensional hampir semuanya dilakukan oleh PPAT. 
Dalam UUHT disebutkan dengan jelas kapan suatu hak atas tanah dibebani 
hak tanggungan. Berdasarkan Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 
tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, tahap pendaftaran Hak Tanggungan yang 
secara sistematis diuraikan sebagai berikut. 1) Pendaftaran dilakukan di Kantor 
Pertanahan; dan 2) Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam waktu 7 hari 
setelah ditandatanganinya pemberian Hak Tanggungan wajib mengirimkan Akta 
Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dan warkah lainnya kepada Kantor 
Pertanahan beserta membawa berkas berupa:  
a) Surat Pengantar dari PPAT yang dibuat rangkap dua dan memuat daftar 
jenis surat-surat yang disampaikan; b) Surat permohonan pendaftaran Hak 
Tanggungan dari penerima Hak Tanggungan; c) Fotocopy surat identitas pemberi 
dan pemegang Hak Tanggungan; d) Sertifikasi asli hak atas tanah atau hak milik 
atas satuan rumah susun yang menjadi objek Hak Tanggungan; d) Lembar kedua 
akta pemberian Hak Tanggungan; f) Salinan akta pemberian Hak Tanggungan 
yang sudah diparaf oleh PPAT yang bersangkutan untuk disahkan sebagai salinan 
oleh Kepala Kantor Pertanahan untuk pembuatan Sertipikat Hak Tanggungan; dan 
g) Bukti pelunasan biaya pendaftaran Hak Tanggungan.  
3) Kantor Pertanahan membuatkan buku tanah Hak Tanggungan dan 
mencatatnya dalam buku tanah hak atas tanah yang menjadi objek Hak 
Tanggungan secara menyalin catatan tersebut pada sertipikat hak atas tanah yang 
bersangkutan. 4) Tanggal buku tanah Hak Tanggungan adalah tanggal hari 
ketujuh setelah penerimaan secara lengkap surat-surat yang diperlukan untuk 
pendaftaran. Jika hari ketujuh itu jatuh pada hari libur, buku tanah yang 
bersangkutan diberi tanggal hari kerja berikutnya. 5) Hak Tanggungan lahir pada 
hari tanggal buku tanah Hak Tanggungan dibuatkan. 6) Kantor Pertanahan 
menerbitkan Sertipikat Hak Tanggungan yang kemudian diserahkan kepada 




Penyelenggaraan pendaftaran Hak Tanggungan merupakan salah satu 
bagian dari kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah agar tercapainya tertib 
administrasi pertanahan. Dalam pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Hak 
Tanggungan, pendaftaran hak tanggungan yang dilaksanakan manual dengan cara 
PPAT sebagai pihak pemohon mengirimkan APHT dan warkah lainnya kepada 
Kantor Pertanahan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penandatanganan akta.  
UUHT mengatur bahwa penyampaian APHT dan warkah wajib dilakukan 
dengan cara yang paling baik dan paling aman untuk tercatatnya hak tanggungan 
secepat mungkin sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak. 
Dengan penyampaian akta dan warkah yang dilakukan secara langsung, maka 
baik PPAT maupun Kantor Pertanahan memiliki bukti yang asli bahwa telah 
terjadi suatu perbuatan hukum berupa pembebanan terhadap hak atas tanah atau 
hak milik atas satuan rumah susun tertentu.  
Sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (3) PP Peraturan Jabatan PPAT, 
APHT dibuat dalam bentuk asli sebanyak 2 (dua) rangkap, menjadi lembar 
pertama dan lembar kedua. Dimana PPAT menyimpan lembar pertama dari akta 
tersebut di Kantor PPAT dan untuk lembar kedua beserta warkah pendukung akta 
disampaikan kepada kantor pertanahan untuk kepentingan pendaftaran.  
Salah satu upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah 
dengan melakukan modernisasi layanan publik pada setiap lembaga 
pemerintahan. Modernisasi layanan publik dapat dilakukan melalui implementasi 
layanan berbasis ICT (e-Government) guna mengkomunikasikan informasi secara 
dua arah yakni pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha. Sejalan dengan hal 
tersebut Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 
Republik Indonesia (Kementerian ATR/BPN) sebagai lembaga pemerintahan 
dituntut untuk membangun sistem layanan publik yang terbuka dan mudah 
diakses oleh masyarakat khususnya dalam bidang layanan pertanahan. Hal 
tersebut telah direspon Kementerian ATR/BPN melalui beberapa hal, diantaranya 
adalah: 1) Peningkatan indeks kemudahan berusaha, yakni dalam Registering 
Property, EoDB (Ease of Doing Business); 2) Digitalisasi data pertanahan dan tata 
ruang dengan didukung ICT (Information and Communication Technology) untuk 
memberikan layanan berbasis online; 3) Peningkatan kualitas layanan bidang 




4) Optimalisasi penerimaan negara melalui intensifikasi dan ekstensifikasi jenis 
dan tarif layanan di bidang pertanahan dan tata ruang. 
Untuk mewujudkan Visi Kementerian ATR/BPN Pada Tahun 2025 yakni 
“Terwujudnya Pengelolaan Ruang dan Pertanahan yang Terpercaya dan 
Berstandar Dunia”, serta  Dalam rangka meningkatkan pelayanan Hak 
Tanggungan yang memenuhi asas keterbukaan, ketepatan waktu, kecepatan, 
kemudahan dan keterjangkauan untuk pelayanan publik, serta untuk 
menyesuaikan perkembangan hukum, teknologi dan kebutuhan masyarakat
 
 
Kementerian ATR/BPN melakukan modernisasi pelayanan publik dibidang 
pertanahan dengan mengandalkan perkembangan ICT (Information and 
Communication Technology). 
Salah satu layanan pertanahan yang terintegrasi secara elektronik yaitu 
Layanan Elektronik Hak Tanggungan. Dalam suatu sistem layanan berbasis 
online, semua kegiatan HT-el diimplementasikan mulai dari validasi dan 
verifikasi data pengguna layanan (Kreditur dan PPAT) dan proses pendaftaran 
sampai penerbitan Sertipikat HT-el berbasis online. Hal ini meniadakan interaksi 
langsung antara pengguna dan pelaksana layanan Hak Tanggungan. 
Sistem layanan Hak Tanggungan yang dilakukan secara digital atau 
elektronik ini terbukti dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Agraria dan Tata 
Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang 
Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik (Permen ATR/KBPN 
No. 9 Tahun 2019) yang mulai berlaku sejak diundangkan yaitu sejak tanggal 21 
Juni 2019. Namun tidak lama kemudian, karena Permen ATR/KBPN No. 9 Tahun 
2019 dianggap masih terdapat kekurangan dan kelemahan, maka pada bulan April 
2020 kembali diterbitkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala 
Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak 
Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik (Permen ATR/KBPN No. 5 Tahun 
2020) yang mulai berlaku sejak diundangkan yaitu tanggal 8 April 2020. Dengan 
diterbitkan dan diberlakukannya Permen ATR/BPN Nomor 5 tahun 2020 tersebut 
yang berarti seluruh pelayanan Hak Tanggungan dilakukan secara sistem 
elektronik dan pelayanan Hak Tanggungan konvensional telah ditutup. 
Ada 3 (tiga) komponen utama terkait layanan Hak Tanggungan secara 




layanan HT-el; Kedua, Kantor Pertanahan sebagai Pelaksana layanan HT-el; 
Ketiga, Kreditur, PPAT atau pihak lain yang ditentukan oleh Kementerian sebagai 
pengguna layanan HT-el. 
Pada pelayanan Hak Tanggungan menurut Pasal 3 ayat (2) Permen 
ATR/BPN No 5 tahun 2020 menggunakan Sistem Elektronik yang berarti 
serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, 
mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, 
mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik. Jadi 
semua proses yang berkaitan dengan Hak Tanggungan dilakukan secara sistem 
elektronik. Mulai dari pendaftaran, pemeriksaan berkas, pembayaran hingga 
pencetakan hasil layanan HT-el. 
Mekanisme Pendaftaran Hak Tanggungan pada sistem elektronik tetap 
harus dicatatkan dalam buku tanah. Ini dilakukan oleh kreditor sampai dengan 
mencetak Sertifikat Hak Tanggungannya dan melekatkannya pada Sertipikat Hak 
Atas Tanah. 
Kemudian permohonan pendaftaran HT-el menjadi kewajiban kreditur, 
sehingga apabila kreditur lalai tidak mendaftarkannya maka resiko dan akibat 
hukumnya menjadikan jaminan yang diberikan tersebut tidak memberikan hak-
hak istimewa yang diberikan oleh UU Hak Tanggungan. 
Layanan Hak Tanggungan Elektronik yang berdasarkan Permen ATR 
Nomor 5 Tahun 2020 ini bertujuan untuk memenuhi asas keterbukaan, ketepatan 
waktu, kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan. Selain itu juga untuk 
meningkatkan pelayanan hak tanggungan yang efektif dan efisien dengan 
menyesuaikan perkembangan hukum dan teknologi informasi. Objek Hak 
Tanggungan yang dapat diproses adalah objek Hak Tanggungan sebagaimana 
diatur dalam peraturan perundang-undangan.  
Proses pendaftaran Hak Tanggungan Elektronik yang terdapat pada Permen 
ATR/BPN Nomor 9 tahun 2019 tentang Hak Tanggungan elektronik yaitu Pasal 9 
sampai dengan Pasal 15 dilakukan melalui Sistem HT-el yang disediakan oleh 
Kementerian. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan pendaftaran Hak Tanggungan 
yang ada pada Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. 
Bahwa prosedur pendaftaran HT-el sama dengan prosedur pendaftaran Hak 




ATR/BPN Nomor 9 tahun 2019 tentang HT-el dilakukan melalui sistem 
elektronik sedangkan HT konvensional sesuai Pasal 13 UUHT dilakukan di 
Kantor Pertanahan dengan mengirimkan Akta Pemberian Hak Tanggungan 
(APHT) yang bersangkutan dan warkah lain yang diperlukan kepada Kantor 
Pertanahan. Serta pendaftaran HT-el ini dilengkapi dengan penerapan tanda 
tangan elektronik sebagai pendukung layanan HT Elektronik untuk menerbitkan 
Sertipikat Hak Tanggungan Elektronik, sesuai yang tertera pada Pasal 6 ayat (1) 
Permen ATR/BPN Nomor 3 tahun 2019 tentang Penerapan Tanda Tangan 
Elektronik.  
3.2 Akibat Hukum Pendaftaran Hak Tanggungan Secara Elektronik 
Perjanjian jaminan diperlukan dalam pelaksanaan perjanjian utang-piutang atau 
perjanjian kredit sebagai jaminan bahwa debitur akan melunasi hutangnya kepada 
kreditur, yang mana perjanjian jaminan ini sebagai perjanjian accesoir dari 
perjanjian pokoknya yaitu perjanjian kredit. Salah satu bentuk jaminan itu adalah 
berupa Hak Tanggungan yang ketentuannya diatur pada Undang-undang Nomor 4 
Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang 
Berkaitan Dengan Tanah. Hak Tanggungan merupakan salah satu bentuk jaminan 
kebendaan. Jaminan kebendaan memiliki ciri khusus, yakni hak mutlak atas suatu 
benda (absolut), dapat dipertahankan terhadap siapa pun dan jangka waktunya 
tidak terbatas. 
Pemberian Hak Tanggungan wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan 
setempat di mana hak atas tanah yang akan dibebani hak tanggungan tersebut 
terdaftar. Pendaftaran hak tanggungan yang dilakukan pada Kantor Pertanahan 
sesuai Undang-Undang Hak Tanggungan menimbulkan akibat hukum dalam 
bentuk bukti pembebanan hak tanggungan yaitu Sertifikat Hak Tanggungan 
Sertipikat Hak Tanggungan ini merupakan tanda bukti bahwa seseorang 
memiliki hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah yang dimiliki oleh 
pemberi jaminan (debitor) yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada 
pemegang hak Tanggungan dibandingkan Kreditor lainnya. Sertipikat Hak 
Tanggungan ini diserahkan kepada pemegang Hak Tanggungan.  
Sertifikat Hak Tanggungan kekuatan hukumnya sama dengan Putusan 
Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (incrah) dan 




tersebut telah dibubuhkan irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN 
KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Ketentuan ini terantum didalam Pasal 14 
ayat (2) UUHT.  
Ini dimaksudkan apabila debitur melakukan wanprestasi atau cidera janji 
maka kreditur tidak lagi mengajukan gugatan ke Pengadilan melainkan dapat 
langsung melakukan eksekusi terhadap obyek hak tanggungan tersebut. Adanya 
titel eksekutorial yang terdapat pada Sertifikat Hak Tanggungan tersebut, maka 
pemegang hak tanggungan mempunyai hak untuk menjual obyek hak tanggungan 
atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan 
piutangnya dari hasil penjualan tersebut.  
Dengan adanya titel eksekutorial ini, kreditor selaku pemegang hak 
tanggungan memiliki hak untuk melakukan eksekusi obyek tanggungan tanpa 
harus mengajukan permohonan eksekusi terlebih dahulu kepada pengadilan 
negeri. Dalam hal ini pemegang hak tanggungan memiliki hak untuk menjual 
obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui Kantor Lelang dengan cara 
pelelangan umum dan mengambil pelunasan piutang dari hasil lelang tersebut. 
Kedudukan kreditor sebagai pemegang hak tanggungan adalah sebagai kreditor 
preferen atau kreditor yang memiliki urutan di dahulukan atas pelunasan utang 
dibandingkan kreditor biasa. 
Selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) UU No. 4 Tahun 1996 
tentang Hak Tanggungan. Eksekusi atas obyek hak tanggungan juga bisa 
dilakukan dengan cara eksekusi penjualan di bawah tangan apabila antara pemberi 
dan pemegang hak tanggungan sudah ada kesepakatan bahwa hal itu dianggap 
lebih menguntungkan. Hal ini sebagaimana diatur   
“Atas kesepakatan pemberi dan pemegang Hak Tanggungan, penjualan 
obyek Hak Tanggungan dapat dilaksanakan di bawah tangan jika dengan 
demikian itu akan dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan 
semua pihak”.  
Bahwa eksekusi hak tanggungan yang dilakukan tanpa melalui pengadilan 
dengan 2 (dua) cara, sebagai berikut. Dengan parate eksekusi biasa yaitu 
dilaksanakan berdasarkan Pasal 20 ayat (1) huruf a jo. Pasal 6 UU Hak 
Tanggungan yang pada prinsipnya setiap eksekusi harus dilaksanakan dengan 




Dengan eksekusi penjualan bawah tangan oleh pemegang hak tanggungan 
atas kekuasaan sendiri berdasarkan Pasal 20 ayat (2) UU No. 4 Tahun 1996 
tentang Hak Tanggungan. Penjualan lelang atas kekuasaan sendiri dapat dilakukan 
apabila dalam APHT pemberi hak tanggungan berjanji bahwa pemegang hak 
tanggungan berhak menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri, 
penjualan lelang dapat dilakukan tanpa campur tangan pengadilan, di mana 
penjualan tersebut dapat dilakukan secara bawah tangan asalkan diperjanjikan 
pada kesepakatan baru diluar APHT yang dibuat setelah adanya wanprestasi.  
Dalam rangka meningkatkan pelayanan Hak Tanggungan yang memenuhi 
asas keterbukaan, ketepatan waktu, kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan 
untuk pelayanan publik, serta untuk menyesuaikan perkembangan hukum, 
teknologi dan kebutuhan masyarakat, Kementerian Agraria dan Tata 
Ruang/Badan Pertanahan Nasional meningkatkan pelayanan nya dalam bidang 
pertanahan dengan menggunakan sistem elektronik. Sistem Elektronik yang 
berarti serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi 
mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, 
menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi 
elektronik. Jadi seluruh pelayanan di bidang pertanahan dilaksanakan secara 
elektronik. Termasuk juga pelayanan Hak Tanggungan yang terintegrasi secara 
elektronik, yang termasuk di dalam nya yaitu pendaftaran hak tanggungan, 
peralihan hak tanggungan, perubahan nama kreditur, penghapusan hak 
tanggungan dan perbaikan data.  
Pelayanan Hak Tanggungan elektronik mulai dilaksanakan serentak seluruh 
Indonesia setelah diterbitkan nya Peraturan Menteri Agraria dan Tata 
Ruang/Badan Pertanahan Nasional nomor 9 tahun 2019 tentang Pelayanan Hak 
Tanggungan secara Elektronik dan kemudian disempurnakan dengan dikeluarkan 
peraturan baru yaitu Permen ATR/BPN Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelayanan 
Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik yang dimaksudkan untuk 
melengkapi dan menggantikan peraturan yang sebelumnya. 
Pelayanan Hak Tanggungan elektronik (HT-el) menurut pasal 1 ayat (7) 
Permen ATR/BPN nomor 5 tahun 2020 adalah serangkaian proses pelayanan hak 
tanggungan dalam rangka pemeliharaan data pendaftaran tanah yang 




layanan hak tanggungan melalui HT-el berdasarkan Pasal 15 ayat (1) berupa: a. 
sertipikat hak tanggungan; b. catatan hak tanggungan pada buku tanah dan 
sertipikat hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun. Dan hasil 
layanan tersebut berupa Dokumen Elektronik yang diterbitkan oleh Sistem HT-el. 
Sertipikat hak tanggungan elektronik sama dengan sertipikat hak 
tanggungan konvensional hanya yang membedakan keduanya adalah bentuk 
dokumen pada sertipikat hak tanggungan tersebut. Sertipikat hak tanggungan 
konvensional berbentuk blanko, sedangkan untuk hak tanggungan elektronik 
berbentuk dokumen elektronik satu lembar disertai catatan pembebanan hak 
tanggungan dan disahkan dengan teraan tanda tangan elektronik dari Kepala 
Kantor Pertanahan atau pejabat yang diberi kewenangan.  
Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi 
Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik 
lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. Tanda tangan 
elektronik ini guna menjaga keutuhan dan keautentikan dokumen elektronik. 
Dapat juga digunakan untuk memberikan persetujuan dan/atau pengesahan suatu 
dokumen elektronik pertanahan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi 
Kementerian. Menurut Pasal 1 angka 6 Permen ATR/BPN Nomor 3 tahun 2019 
tentang Penerapan Tanda Tangan Elektronik, data Pembuatan Tanda Tangan 
Elektronik adalah kode pribadi, kode biometrik, kode kriptografi dan/atau kode 
yang dihasilkan dari pengubahan tanda tangan manual menjadi Tanda Tangan 
Elektronik, termasuk kode lain yang dihasilkan dari perkembangan Teknologi 
Informasi. Tanda Tangan Elektronik dapat dilakukan setelah Penanda Tangan 
memiliki Sertifikat Elektronik. Mengenai keabsahan atau kekuatan hukum dan 
akibat hukum, tanda tangan elektronik ini disamakan dengan tanda tangan manual 
seperti dijelaskan didalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 
tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. 
Perbaikan Sertipikat Hak Tanggungan Online dapat dilakukan jika terjadi 
ketidaksesuaian antara data fisik yang ada di Sertipikat dengan data digital yang 
ada. Perbaikan Hak Tanggungan ini diberikan waktu selama 30 hari kalender 
sejak terbitnya Hak Tanggungan dan dilakukan oleh Kreditor. Dokumen Hak 
Tanggungan yang dapat diperbaiki meliputi peringkat, Nomor Akta, Pemegang 




catatan perbaikan ini juga dicetak dan ditempel pada catatan pembebanan dalam 
Sertipikat Hak Atas Tanah yang menjadi objek jaminan. 
Berdasarkan Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 tahun 1996, 
Sertipikat Hak Tanggungan Elektronik tersebut sudah sesuai dengan ketentuan 
yang ada pada UUHT tersebut. Hal ini dibuktikan adanya irah-irah yang ada pada 
Sertipikat HT-el yang seperti tertera pada Sertipikat Hak Tanggungan 
konvensional dan sesuai ketentuan pada Pasal 14 ayat (2) UUHT yaitu “Sertipikat 
Hak Tanggungan memuat irah-irah dengan kata-kata "DEMI KEADILAN 
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".” Dan juga pada 
Sertipikat HT-el dibubuhi tanda tangan elektronik sesuai Pasal 14 ayat (3) Permen 
ATR/BPN Nomor 9 tahun 2019 tentang Hak Tanggungan Elektronik oleh Kepala 
Kantor Pertanahan atau pejabat yang berwenang terkait Hak Tanggungan. Tanda 
tangan elektronik dimaksudkan sebagai bukti pengesahan dan keautentikan 
Sertipikat HT-el tersebut. Hal ini terdapat pada Pasal 2 ayat (1) dan (3) Permen 




Dari hasil penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka penulis dapat menarik 
kesimpulan sebagai berikut: Pertama, Proses Pendaftaran Hak Tanggungan Secara 
Elektronik pada sistem layanan Hak Tanggungan yang dilakukan secara digital 
atau elektronik mulai berlaku bersamaan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri 
Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2019 
tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik (Permen 
ATR/BPN No. 9 Tahun 2019). Karena dianggap masih terdapat kekurangan dan 
kelemahan, maka kembali diterbitkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang 
Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak 
Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik (Permen ATR/BPN No. 5 Tahun 
2020).  
Dengan diterbitkan dan diberlakukannya Permen ATR/BPN Nomor 5 
tahun 2020 tersebut yang berarti seluruh pelayanan Hak Tanggungan dilakukan 
secara Sistem Elektronik dan pelayanan Hak Tanggungan konvensional telah 




dilakukan dengan Sistem Elektronik. Semua proses pendaftaran dilakukan dengan 
menggunakan Sistem Elektronik melalui Aplikasi Mitra Kerja dengan masing-
masing pihak yang terlibat memiliki akun pada Aplikasi Mitra Kerja.  
Pada pendaftaran Hak Tanggungan Elektronik atau HT-el, kreditur atau 
PPAT tidak perlu datang ke Kantor Pertanahan. Menurut Permen ATR/BPN 
Nomor 9 Tahun 2019, Pendaftaran Hak Tanggungan Elektronik dimulai dengan 
mengajukan permohonan layanan Hak Tanggungan secara elektronik melalui 
Sistem HT-el oleh pengguna terdaftar yaitu PPAT dan Kreditur. Serta dilakukan 
pembuatan APHT dan surat pernyataan mengenai pertanggungjawaban keabsahan 
dan kebenaran data Dokumen Elektronik yang diajukan dalam bentuk Dokumen 
Elektronik. Setelah mendapatkan tanda bukti pendaftaran permohonan layanan 
HT-el, pemohon kemudian melakukan pembayaran biaya layanan. Sistem HT-el 
akan memproses pencatatan Hak Tanggungan pada buku tanah setelah data 
permohonan dan biaya pendaftaran terkonfirmasi oleh Sistem Elektronik.  
Sistem HT-el akan menerbitkan hasil layanan Hak Tanggungan berupa 
Sertipikat Hak Tanggungan Elektronik yang dibubuhi tanda tangan elektronik dan 
catatan hak tanggungan pada Buku Tanah dan Sertipikat Hak Atas Tanah atau 
Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. Sebelum Sertipikat HT-el diterbitkan, 
terlebih dahulu Kepala Kantor Pertanahan atau Pejabat yang ditunjuk harus 
memerika konsep Sertipikat HT-el dan dokumen kelengkapan permohonan. 
Kreditur dapat melakukan pencatatan Hak Tanggungan dengan mencetak catatan 
yang diterbitkan oleh Sistem HT-el dan melekatkannya pada Sertipikat Hak atas 
Tanah atau Hak Milik Satuan Rumah Susun. Kebenaran materiil dokumen yang 
menjadi dasar hasil layanan Sistem HT-el bukan merupakan tanggung jawab 
Kantor Pertanahan. 
Kedua, Akibat Hukum Pendaftaran Hak Tanggungan Secara Elektronik 
pada Pendaftaran Hak Tanggungan yang dilakukan pada Kantor Pertanahan sesuai 
Undang-Undang Hak Tanggungan menimbulkan akibat hukum yaitu pencatatan 
pembebanan Hak Tanggungan dalam bentuk bukti pembebanan Hak Tanggungan 
yaitu Sertifikat Hak Tanggungan. Akibat hukum ini terjadi baik pada pendaftaran 
yang dilakukan secara manual atau konvensional ataupun yang dilakukan secara 
elektronik. Sertipikat Hak Tanggungan Elektronik mempunyai kekuatan 




hukum tetap. Dimana pada Sertipikat Hak Tanggungan telah dibubuhkan irah-irah 
“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. 
Dengan adanya titel Eksekutorial ini, kreditur selaku pemegang Hak Tanggungan 
memiliki hak untuk melakukan eksekusi obyek tanggungan tanpa harus 
mengajukan permohonan eksekusi terlebih dahulu kepada Pengadilan Negeri. 
Sertipikat Hak Tanggungan Elektronik merupakan output dari layanan 
HT-el yang berupa dokumen elektronik bagi kreditur sebagai penerima Hak 
Tanggungan Elektronik. Sertipikat Hak Tanggungan Elektronik tersebut 
diterbitkan oleh Sistem HT-el dan disahkan dengan teraan Tanda Tangan 
Elektronik dari Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang diberi kewenangan. 
Dibubuhkannya Tanda Tangan Elektronik ini dimaksudkan untuk menjaga 
keutuhan dan keautentikan dokumen elektronik yang dalam hal ini adalah 
Sertipikat HT-el. Dapat juga digunakan untuk memberikan persetujuan dan/atau 
pengesahan suatu dokumen elektronik pertanahan dalam penyelenggaraan tugas 
dan fungsi Kementerian. 
4.2 Saran 
Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang telah dibuat maka penulis ingin 
memberikan saran berhubungan dengan penelitian. Saran-saran tersebut sebagai 
berikut: Sebagai Pelaksana Layanan HT-el, Kantor Pertanahan wajib 
mengutamakan prinsip kedisplinan dan kehati-hatian dalam melaksanakan 
Layanan HT-el. Kantor Pertanahan dalam melakukan pemeriksaan dokumen 
kelengkapan permohonan yang dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan atau 
pejabat yang ditunjuk harus hati-hati dan teliti serta meningkatkan respon 
kecepatan pemeriksaan berkas permohonan. Agar apabila permohonan 
ditangguhkan, Kreditur segera melakukan perbaikan agar permohonan tidak batal.  
APHT merupakan Akta otentik yang digunakan sebagai syarat untuk 
melakukan pemberian Hak Tanggungan Elektronik. Ketika melakukan proses 
pendaftaran HT-el, APHT dikirimkan dalam bentuk dokumen elektronik melalui 
sistem HT-el yang berarti APHT tersebut discan dan kemudian dikirimkan kepada 
Kantor Pertanahan. Dan APHT yang berupa dokumen fisik asli disimpan oleh 
PPAT. Alangkah lebih baiknya jika dokumen asli APHT yang berupa dokumen 




Kantor Pertanahan, sehingga tetap tersedia akta otentik atas perbuatan hukum 
tersebut dan tidak hanya mengandalkan hasil scan atas APHT di sistem HT-el. 
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